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P U T U S A N

Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Bbu

   ِ الرّحْمَنِالرّحِيم اللهِّ ِ بسِْم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Blambangan  Umpu  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  perdata   pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN

WAY KANAN, DENGAN DOMISILI  ELEKTRONIK PADA

ALAMAT  EMAIL  NINIUSBAYANTI99@GMAIL.COM,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxxxx,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN  WAY

KANAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tanggal  10  Desember  2024

telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Blambangan  Umpu  dengan  register  perkara  Nomor  663/Pdt.G/2024/PA.Bbu

tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  27  Desember  2009  Penggugat  dengan

Tergugat  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor  Urusan Agama (KUA)  Kecamatan   Baradatu Kabupaten Way

Kanan,  sebagaimana  tercatat  dalam  Buku  Nikah  Nomor  :  13/13/I/2010,

tertanggal                04 Januari 2010;  
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus  perawan, dan

Tergugat berstatus jejaka;  

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di

 Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu, sampai berpisah;  

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 2 orang anak yang bernama :     

a. Angelia Juliana binti Jumarson, lahir pada tanggal 19 Juli 2010;  

b. Muhammad Danis Saputra bin Jumarson, lahir pada tanggal 05 Juni 2012;  

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan

Tergugat  mulai  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  mengakibatkan

hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis

lagi;  

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

disebabkan karena:   

- Bahwa  Tergugat  malas  bekerja  sehingga  kurang  memberi

nafkah yang layak kepada Penggugat;  

- Bahwa  Tergugat  memiliki  banyak  hutang  tanpa

sepengetahuan Penggugat;  

- Bahwa Tergugat bersifat tempramen mudah marah meski hal

sepele dan suka berkata kasar bahkan sampai melakukan KDRT kepada

Penggugat;  

- Bahwa Tergugat suka bermain judi 

7. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 bahwa pada saat itu Penggugat di

tagih hutang oleh orang lain dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut

Tergugat  marah,  sehingga  berakibat  antara  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar;  

8. Bahwa  sejak  kejadian  tersebut  di  atas  antara  Penggugat  dan

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami  istri,  Penggugat  saat ini  tinggal  di
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rumah  milik  Penggugat  di  Kampung  Gunung  Katun  Kecamatan  Baradatu

Kabupaten  Way  Kanan  sedangkan  Tergugat  tinggal  di  rumah  orang  tua

Tergugat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way

Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun lamanya;  

9. Bahwa keluarga  Penggugat  sudah  pernah  menasehati  Penggugat

namun tidak berhasil; 

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti  dijelaskan di

atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Tergugat  untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang

akan datang.  Dengan demikian,  gugatan cerai  Penggugat  telah  memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku;    

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah;

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak  pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan   surat   gugatan  Penggugat  yang

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  mengajukan

alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Nini  Usbayanti  yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten

Way Kanan Nomor 18080464098550003 tanggal 8 Februari 2023;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  yang  dikeluarkan  oleh  KUA

Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Nomor 13/13/I/2010

Tanggal 04 Januari 2010;

Bukti surat tersebut telah di-nazegelen  dan telah dicocokkan dengan aslinya

dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

B. Saksi

1.  SAKSI  1,  umur  64  tahun,  agama  Islam,   pekerjaan  xxxxxx,  bertempat

tinggal di KABUPATEN WAY KANAN, saksi adalah ayah Penggugat dan di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat  tinggal di rumah

orang tua Penggugat, kemudian tinggal di Tangerang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat  telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  sudah  tidak  lagi  rukun,  Penggugat  dan  Tergugat  sering

bertengkar dan berselisih;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sering berselisih dan bertengkar

sejak tahun 2019;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar, namun saat Penggugat pulang dari Tangerang, Penggugat

mengeluh tidak tahan lagi dengan kondisi Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  bermasalah  karena  masalah

ekonomi,  Tergugat  hanya bekerja  serabutan,  selama tinggal  dengan

saksi,  saksi  yang  membantu  memenuhi  kebutuhan  keluarga
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Pengggugat  dan  Tergugat  dan  selama  merantau  ke  Tangerang,

Penggugat yang mencari nafkah sendiri;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak  tahun

2020;

- Bahwa masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa  sejak  berpisah  sampai  dengan  sekarang,  Penggugat  dan

Tergugat  tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Penggugat  dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil  dan  saksi  tidak

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Heti Puspita Sari binti Zainuri, umur 34 tahun, agama Islam,  pekerjaan xxx

xxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  WAY  KANAN,  saksi

adalah  adik  Penggugat  dan di  bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat  tinggal di rumah

orang tua Penggugat, kemudian tinggal di Tangerang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat  telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis,  namun  kemudian  tidak  harmonis,  sejak  tahun  2020,

Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa  sebelum  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah,  saksi  tidak

pernah  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  atau

berselisih,  namun  Penggugat  sering  mengeluhkan  masalah  rumah

tangganya dan saksi juga mengetahui sendiri kondisinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak tahun

2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah,

setahu saksi Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memenuhi

kebutuhan keluarga;

- Bahwa  sejak  berpisah  sampai  dengan  sekarang,  Penggugat  dan

Tergugat  tidak pernah rukun lagi;
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- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat,  akan tetapi  tidak berhasil  dan saksi   tidak

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala  sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2020, rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar

karena Tergugat malas bekerja, mempunyai banyak utang; Tergugat temperamen

dan sering  berjudi,  pertengkaran mana berpuncak  di  bulan  Agustus  2020 dan

menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan

tidak berhasi didamaikan;

Menimbang,  bahwa Tergugat  meskipun telah dipanggil  dengan resmi  dan

patut, tidak datang  menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  oleh

sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan

tidak hadir;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan

meskipun   telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,   maka   Tergugat  telah

melepaskan haknya dan dalil gugatan  Penggugat harus  dianggap  benar,  namun

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk

mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan

atau tidaknya gugatan  tersebut,  sekaligus  menghindari  penyelundupan hukum,

Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis P-1   dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P-1  dan  P.2  yang  diajukan  Penggugat  berupa

fotokopi dari   surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah

dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis
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Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat

bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan  bukti P-1, telah ternyata  Penggugat saat

ini  berkediaman di  Kabupaten  Way Kanan  yang  merupakan  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya berdasarkan kententuan pasal 73 ayat 1

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan

Agama Blambangan Umpu;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P-2,  telah ternyata  Penggugat  dan

Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  yang  diajukan  Penggugat,  telah

cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan

keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang

harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut

dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  meskipun  tidak  mengetahui

sendiri  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar,  namun  saksi-saksi  mengetahui

sendiri  masalahnya  karena  mengetahui  segala  perilaku  Tergugat  yang  pada

akhirnya memicu pertengkaran, saksi-saksi mengetahui Tergugat jarang bekerja

dan hal  tersebut lah yang memicu pertengkaran,  keterangan saksi-saksi  saling

sesuai  dan  menguatkan  dalil  Penggugat  terkait  ketidakmampuan  Tergugat

menafkahi Penggugat;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  menerangkan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat berpisah sejak 4 (empat)  tahun lalu,  karenanya telah ternyata bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  sampai  sekarang  dan  tidak  berhasil

didamaikan;

Menimbang,  bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tidak  harus  berwujud

perselisihan dan pertengkaran fisik, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan

Tergugat yang bermasalah sejak lama dan tidak menemukan jalan keluarnya dan

berpuncak dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat sehingga memperparah
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masalah yang sudah ada, gambaran mana dapat dikategorikan perselisihan dan

pertengkaran non fisik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  telah  ternyata  bahwa  rumah  tangga  Pengugat  dan

Tergugat bermasalah sejak lama, kemudian berpisah tanpa pernah rukun lagi, hal

mana menunjukkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung

membaik,  bahkan  memburuk,  hal  mana  menunjukkan  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah

ternyata antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan nafkah Tergugat tidak mencukupi dan perilakunya

yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, masalah mana tidak dapat lagi

dicari jalan keluarnya karena hanya dapat selesai jika Penggugat dapat menerima,

namun  Penggugat  tidak  lagi  menerimanya  dan  masalah  semakin  bertambah

dengan  perpisahan  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  akhirnya  Penggugat

mengajukan  gugatan  cerai,  sedangkan  upaya  keluarga  tidak  mampu  lagi

merukunkan Penggugat  dan Tergugat,  karenanya telah  ternyata  rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah

terbukti   sebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  telah

nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menginginkan  perceraian  dengan

Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan

rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang  tidak pernah hadir

di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali karenanya Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi  dalam  satu  rumah

tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas, maka   telah  terbukti antara Penggugat  dan Tergugat  terus menerus terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi

dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana
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ditentukan pasal 19 huruf  f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f  Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf  f Peraturan

Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  f

Kompilasi  Hukum Islam harus memenuhi  ketentuan pasal  22 ayat  2 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 1975 jo.  Pasal  134 Kompilasi

Hukum  Islam  yang  menentukan  bahwa  gugatan  dapat  diterima  apabila  telah

cukup  jelas  bagi  Pengadilan  mengenai  sebab-sebab  perselisihan  dan

pertengkaran  dan  setelah  mendengar  pihak  keluarga  serta  orang-orang  yang

dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat

Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat   dan Tergugat   telah jelas mempengaruhi

keutuhan  rumah  tangga  Penggugat   dan  Tergugat  sebagaimana  telah

dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi  rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  yang  jika  dipertahankan  justru  hanya  menimbulkan  madarat  karena

Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan madharat harus

dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan

terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  hal  ini  sesuai  kaidah  hukum  dari  pendapat  Sayyid  Sabiq

sebagaimana tersebut dalam Fiqh Sunnah JUz 2 hal 288 yang selanjutnya diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

 . الضرر       هذا يزيل أن القاضي على من        وإن القاضي يفرق أن المقرر من كان وإذا
وجود              من لها وظلما للزوجة إيذاءا أشد يعد النفاق عدم فإن بالزوج الغيب أجل

أولى       النفاق لعدم التفريق فكان بالزوج، عيب

Artinya:  “Hakim wajib  untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan istri.

Jika  hakim  boleh  memisahkan  suami  istri  karena  suami  lama

menghilang,  maka  tidak  memberi  nafkah  lebih  menyakiti  istri  dan

merupakan kezaliman untuknya,  lebih  menyakitkan dari  pada sebatas

adanya  aib  pada  suami,  maka  wewenang  hakim  untuk  memisahkan

suami istri karena tidak memberi nafkah, lebih kuat.
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan

hukum sebagaimana ditentukan pasal   39  ayat  2 Undang-Undang  Nomor 1

Tahun  1974,  karenanya  Majelis  Hakim  sepakat  mengabulkan  gugatan   cerai

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat  tidak hadir  di persidangan tanpa

alasan yang   sah,   dan    tidak    pula    menyuruh   orang    lain    untuk

menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya

secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  gugatan  Penggugat  tersebut

dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  pasal  119  ayat  2  huruf  c  Kompilasi  Hukum  Islam

menentukan bahwa  talak  yang  dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak

bain  sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah

ad Dasuky ‘ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al

Murofa’at  halaman  265  yang  selanjutnya   diambil  alih  menjadi  pertimbangan

Majelis Hakim yang berbunyi: 

أو   طلق بائنا  يأ كمالحاقعهوكل كان القاضي

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  masih  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada  Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  perundang-undangan  yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;   

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah); 

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama  Blambangan  Umpu  pada  hari  Kamis tanggal  19

Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah

oleh  Uswatun  Hasanah,S.H.I.,M.H. sebagai  Hakim  Ketua,  Santri  Ayu

Rahmawati,S.H.I. dan Riyanti Gusjana Wati, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim

Anggota,  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Penetapan  Majelis  Hakim  Nomor

663/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal 19 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi

para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh  Hastuti  Yeni. HS, S.H. sebagai

Panitera Pengganti  dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Ketua

 

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.
Panitera Pengganti

Hastuti Yeni. HS, S.H.

Perincian bia ya:
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1
.

 PNBP:  

 Pendaftaran Rp30.000,00
 Panggilan  dan
Pemberitahuan

Rp20.000,00

 Redaksi  Rp10.000,00
2.  Proses  Rp50.000,00
3.  Panggilan  dan

Pemberitahuan
 Rp32.000,00

4.  Meterai  Rp10.000,00 

  Jumlah Rp152.000,00

  (seratus lima puluh dua ribu rupiah ) 
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